
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1985 dianggap sudah tidak
memadai dan perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan
keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa
manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,
partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu
menyusun pengaturan pengelolaan penerimaan
sumbangan Pihak Ketiga dengan pendekatan kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8
Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312);
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048)

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Perencanaan Pembangunan Partisipatif  (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 9 seri E);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2006 Nomor 3 seri A);

19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan

BUPATI SUKABUMI
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Kabupaten Sukabumi.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah

Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak
bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa
uang atau disamakan dengan uang maupun barang bergerak maupun tidak
bergerak.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD.

8. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Sukabumi.
9. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode

Tahun Anggaran tertentu.
10. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode

Tahun Anggaran tertentu.
11. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.
12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah
maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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BAB II

BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian,

hadiah, donasi, waqap, hibah dan lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu
yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari segala beban dan pungutan atau
kewajiban apapun.

(4) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat dalam pendapatan daerah dan dikelompokan pada lain-lain pendapatan
yang sah.

BAB III

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

Setiap sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus
diberitahukan kepada DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib disetor ke kas
daerah secara brutto dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga, harus dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya
untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga, sepanjang berupa uang atau yang dipersamakan dengan
uang harus dicantumkan didalam APBD.
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Pasal 7

(1) Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan
Pihak Ketiga menjadi kekayaan daerah.

(2) Barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1985 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 1985 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di   Palabuhanratu
pada tanggal   8 Juni 2009

BUPATI SUKABUMI

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di   Palabuhanratu
pada tanggal  8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 4


